
 

 
 
 

 
 

BUPATI LOMBOK UTARA 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA 

 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 

TENTANG 
 

MASTERPLAN SMART CITY PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023-2028 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI LOMBOK UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan smart city di 

Kabupaten Lombok Utara dengan mengintegrasikan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 
tata kelola dan operasional pemerintahan untuk 
peningkatan efisiensi, desiminasi informasi dan 
peningkatan kualitas pelayanan hingga 
pemberdayaan dan pencapaian kesejahteraan 
masyarakat; 

  b. bahwa pengintegrasian sebagaimana dimaksud 
huruf a, dilakukan melalui program dan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 
pelayanan publik sehingga perlu disusun pedoman 
dalam bentuk Masterplan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2023-2028; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5149); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357): 

  8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen 
Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
12 Tahun  2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Utara Nomor 19); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana  
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Nomor 94); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi 
dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten 



Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
70); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 
8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8); 

  14 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok 
Utara Tahun 2021Nomor 52); 

  15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 18); 

  16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 
2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 
di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2023 Nomor 5); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN SMART CITY 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 
TAHUN 2023-2028. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 
Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan transparan. 

7. Smart City adalah Kota cerdas yang dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara cepat, efisien, efektif dan transparan. 

8. Masterplan Smart City adalah dokumen perencanaan dan pembangunan 
Kota Cerdas yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahunan. 

9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara. 

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan  secara langsung  yang berasal dari  kekayaan negara 
yang dipisahkan. 



11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lombok Utara. 

 
Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dari Masterplan Smart City adalah sebagai pedoman dalam rangka 
penyusunan perencanaan pengembangan Smart City di Daerah.  

(2) Tujuan dari pengaturan Masterplan Smart City adalah: 
a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam 

penyelenggaraan perencanaan pengembangan Smart City untuk 
seluruh Perangkat Daerah; 

b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Smart City 
di Daerah; dan  

c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan 
pengembangan dan implementasi Smart City di Daerah. 

 
BAB II 

DOKUMEN MASTERPLAN SMART CITY  
 

Pasal 3 
 

(1) Dokumen Masterplan Smart City di Daerah Tahun 2023-2028 merupakan 
dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai 
berikut: 
a. analisa strategis Smart City di Daerah; 
b. Masterplan Smart City di Daerah; 
c. Executive Summary Smart City di Daerah; dan 
d. Quickwins Masterplan Smart City di Daerah. 

(2) Dokumen Masterplan Smart City di Daerah Tahun 2023-2028 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
BAB III 

PENGEMBANGAN SMART CITY 
 

Pasal 4 
 

(1) Pengembangan Smart City dilaksanakan oleh  Perangkat Daerah. 
(2) Pengembangan Smart City oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat melibatkan pihak-pihak lain sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

 
Pasal 5 

 

(1) Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengembangan Smart City 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Dalam pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Dinas dapat membentuk Tim Pengelola Pengembangan Smart City dan 
Dewan Smart City di Daerah. 

(3) Tim pengelola pengembangan Smart City sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri dari unsur : 



a. Sekretaris Daerah; 
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan 

Informatika; 
c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan; 
e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Asset 

Daerah; dan 
f. Unit Kerja yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana. 

(4) Dewan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 
terdiri dari unsur : 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pimpinan DPRD; 
d. Kepala Perangkat Daerah; 
e. BUMD; 
f. BUMN; dan 
g. Akademisi.  

 
Pasal 6 

 
(1) Tim pengelola pengembangan Smart City sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) bertugas : 
a. melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

Smart City; 
b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran program 
dan kegiatan Smart City di Daerah; 

c. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan 
konsep pengembangan Smart City; 

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 
Smart City; 

e. membuat inovasi dan kreasi; 
f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas. 

(2) Dewan Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas : 
a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis dalam menuju 

Smart City yang berbasis teknologi infomasi dan komunikasi; 
b. melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah 

permasalahan yang muncul dalam perencanaan pengembangan smart 
City; 

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Smart City; 

d. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, 

rencana kerja dan inisiatif strategi tekonologi informasi dalam Smart 
City; dan 

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 
Smart City. 

(3) Tim Pengelola pengembangan Smart City dan Dewan Smart City 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
BAB IV 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 7 
 

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi Smart City di 
Daerah bersumber dari: 



a. APBD; dan 
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
 

Pasal 8 
 

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan 
laporan hasil pengembangan Smart City kepada Bupati melalui Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi pengembangan Smart City. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok 
Utara. 

 
       Ditetapkan di Tanjung  

       pada tanggal 1 September 2023    
BUPATI LOMBOK UTARA, 

 
 
 

H. DJOHAN SJAMSU 
Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal 1 September 2023  
      SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

 
 

 
    ANDING DUWI CAHYADI 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 27 


